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PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 05 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

bahwa Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dc
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah mengalami pergeseran Anggaran antara Objek belanja dalam belan;
berkenaan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anngaran 2012, maka dipandan
perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tahun 2012 tentang Penjabaran Anggarc
Pendapatan dan Belanja Daerah Hojcz_ Anggaran 2012;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerch, maka pergeseran antara objek belanja dalam belanja berkenan dalar
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diubah dan diatur dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas Peraturan Bupati Seram Bagia
Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagia

Barat Tahun Anggaran 2012 dirubah dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat.




Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram
Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
125, 5360303,636@63 Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah mengalami beberapa kali
perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan ke dua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




2.

17.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambchan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerch (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4414);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daera (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 201 1, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012:
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat:
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26.

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaon dan
Penatausahaan, Pertanggungjaowaban dan Pelaporan serfa Monitoring dan Evaluasi Bantuan  Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Kabupaten/ Kota yang kegiatannya belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012
sementara kegiatan tersebut harus segera dilaksanakan;

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2012.

Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 63 Tahun 2012 tentang Penetapan Pagu Program Beras untuk Rumah Tangga
Miskin Provinsi Maluku Tahun 2012;

Surat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 170/76/2012 tanggal 04 September 2012 Perihal Undangan dan
Surat Sekretaris Daerah Nomor: 918/1424, tanggal 05 Oktober 2012 Perihal Persetujuan Revisi DPA Dinas Perhubungan
dan Kominfo Tahun 2012;

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 918/4133.a tanggal 23 Oktober 2012 tentang
Persetujan Revisi DPA-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012;

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 918/1374 tanggal
3 September 2012 tentang Persetujuan Revisi DPA Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun
Anggaran 2012;

Surat Komisi B DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor Istimewa tanggal 13 Juni 2012 tentang Hasil Kesepakatan
Komisi dengan DPPKAD dan surat Pernyataan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/69/VI11/2012 tanggal 01
Agustus 2012;

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 331.1/319.1 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan
Revisi DPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2012;

Suraf Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 919.2/1214.a,  tanggal é Juli 2012; dan Surat Sekretaris
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 919.2/1271 tanggal 20 Juli 2012 tentang Mohon Pertimbangan dan

Persetujuan Pelaksanaan DPA Perubahan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekda Kabupaten Seram Bagian Barat;




27. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 719.2/1439.a0 tanggal 26 Oktober 2012 perihal

Persetujuan Revisi/ Perubahan Uraian Kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan - PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 01
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2012

PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2012 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1, angka 1, huruf a, huruf b dan huruf ¢, angka 2 huruf a dan b dan angka 3 huruf a dan b diubah sehingga berbunyi:

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 19,245,400,000.00
b. Dana Perimbangan Rp. 465,327,096,382.00
C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 38,352,590,000.00
Jumlah Pendapatan - Rp. 522,925,086,382.00

I

Belanja :




a. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai Rp. 262,308,437,579.00
- Belanja Bunga Rp. =
- Belanja Subsidi Rp. :
- Belanja Hibah Rp. 4,200,000,000.00
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 5,955,000,000.00
- Belanja Bagia Hasil Rp. -
- Belanja Bantuan Keuangan Rp. 19,050,564,993.00
- Belanja Tak Terduga Rp. 2,000,0000,000.00
Rp. 293,514,002,572.00
b. Belanja Langsung .
- Belanja Pegawai Rp. 25,995,401,953.00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 93,998,855,095.00
- Belanja Moddl Rp. 129,988,113,537.00
Rp. 249,982,370,585.00
Jumlah Belanja Rp. 543,496,373,158.00
Surplus / (defisit) (Rp. 20,571,286,775.00)
. Pembiayaan :
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 7.938,687,925.19
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1,165,679,000.00
c. Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 6,773,008,925.19
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Rp. 13,798,277,849,81.00)




PASAL I
eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

\gar sefiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Jaerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di - Piru
Pada Tanggal : 29 Oktober 2012

RAM BAGIAN BARAT:
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